FERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR . TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

- A.

e

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
rangka pelayanan informasi publik di bidang
Penanggulangan Bencana diperlukan Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penvelenggaraan Penanggulangan Bencana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4828);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG FEDOMAN
PENGELOLAAN [INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

BENCANA,




Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Informast dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana ini merupakan panduan atau acuan bagl
Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memenuhi kebutuhan
masyvarakat dalam rangka pelayanan informasi publik.

FPasal 2

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
beserta lampirannya merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dan
peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai
herikut:

BAB | PENDAHULUAN.

BAR Il PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

BAB Il MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA,
BABV SISTEM PELAPORAN.

BAB VI PENUTUFP.

LAMPIRAN,

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya

dalam berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Deerbea 2003

KEPALA BADAN NASIONAL
FPENANGGULANGAN BENCANA,

A\,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Def 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR [48%



LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTAS] DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak  diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus
disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini
menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan
jawaban dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi
menjadl satu hal yang rahasia atau ditutupm tetapr menjadi hal yang wajb
dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan prinsip penting
bahwa informasi adalah hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia
dan badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan sengketa
informasi ke Komisi Informasi jika tidak mendapat layvanan sebagaimana
mestinya dari Badan Publik, Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
keterbukaan informasi dan respons Badan Publik melayani permintaan
informasi sangat menentukan potens sengketa informasi antara pemohon dan
Badan Pubhk.

Sctiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara
berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang
tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar
informasi yang dikecualikan. Sehingga Badan Publik harus menyiapkan
sccara matang mengenai informasi apa saja yvang masuk kedalam informasi
dikecualikan schingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek
penyelenggaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keterlibatan
dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban dari semua
instasi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk
sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sendiri, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi baru terbentuk 25 Agustus 2011
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan WNasional Penanggulangan
Bencana Nomor 153/BNPB/VIII/2011. Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi ini merupakan awal dari keterbukaan informasi
publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dengan
terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bukan berarti
selesailah Badan Nasional Penangpulangan Bencana menjalankan mandat
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut melainkan Badan
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Nasional Penanggulangan Bencana memiliki tugas baru yang juga berat yaitu
pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki & unit Eselon 1 vaitu
Sekretaris Utama, Inspcktorat Utama, Deputi bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Deputi bidang Penanganan Darurat, Deputi bidang Rehabilitas:
dan Rekontruksi, dan Deputi Logistik Peralatan. Masing-masing unit kerja
Esclon 1 memiliki unit kerja Eselon 2 dibawahnya yvang memiliki tugas pokok
dan fungsi yang berbeda. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, diharapkan semua Eselon 1 dan yang ada dibawahnva saling
berkoordinasi dalam penyampaian informasi serta data yvang dimiliki dan
menyampaikannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan BNPB sebagai acuan bagi setiap unit kerja Eselon | dan 11 serta
jajaran dibawahnya dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan
pelayanan informasi publik serta adanya keseragaman informasi yang
diberikan kepada publik.

Sclain itu dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
maka dibutuhkan orang yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab
penuh dalam pelayanan informasi publik. Sedangkan tujuan dari Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah memberikan pelayanan
informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan
informasi yang berada dibawah naungan BNFB secara cepat dan tepat.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Pengelolaan informasi publik ini meliputi penjelasan mengenai

penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan

pelayanan informasi di lingkungan Badan Nasional Penangpulangan Bencana

serta Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dekumentasi Pelaksana,

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.,




6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur

Penvelesaian Sengketa Informasi Publik

E. Pengertian

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak, rekaman suara atau
gambar difilm yg dapat dipakai sebagai bukti keterangan atau data, catatan
dan /atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis
di atas kertas atau sarana lainnya maupun dalam bentuk apapun yang dapat
dilihat, dibaca atau didengar:

1.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan
penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau
pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar,
kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain yvang dibuat dan/atau
diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Informasi keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda vang
mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca vang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
tehnologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.

. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik vang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnva sesuai dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara
sistemalis berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta katagori informasi.

Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan,
penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara
sistematis.

Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana kepada masyrakat pengguna informasi.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi
publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomorl4 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik adalah lembaga ekseloutif, legislatif, vudikatif dan badan lain
vang fungsi dan tugas pokoknva berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah
scpanjang scbagian dan atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah, sumbangan masyvarakat dan atau sumbangan luar negeri.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008,

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disinglat

dengan (PPID} adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
3




penyimpanan, dokumentasi, dan atau pelayanan informasi di badan
publik.

11. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang sclanjutnya
disingkat dengan (PPID) adalah Pejabat Fungsional seperti Arsiparis,
Pustakawan, Pranata Komputer dan Pranata Humas yang membantu
penyediaan, pengelolaan serta pengklasifikasian informasi publik.

12. Badan Nasional Penangpulangan Bencana, vang selanjutnya disingkat
dengan BNPB adalah lembaga Pemerintah non departemen dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disinglkat
dengan BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah.

BAB Il
FPID DI LINGKUNGAN BNFB

A. Struktur Organisasi PPID

Struktur PPID di Lingkungan BNPB disusun berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 153/BNFPB/VIII 2011
tertanggal 25 Agustus 2011 tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi BNPB.

Pejabat Pengelola Informasi dan Deokumentasi merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
yang wajib dijalankan oleh semua badan publik di Indonesia termasuk
Eksckutif, Legislatif dan Yudikatif serta badan lain vang fungsi dan tupgas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, vang secbagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat
dan atau luar negeri.

Di lngkungan BNPB sendiri, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yaitu Pengarah adalah Kepala BNPB dengan dibantu oleh Tim
Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari Sekretaris Utama dan
[nspektur Utama, Deputi Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Deputi
Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi serta Deputi
Bidang Logistik dan Peralatan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama adalah setingkat Eselon 2 yaitu Kepala Pusat Data, Informasi dan
Humas dan untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama, dibentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama yang terdiri dari 4 bagian yaitu pelayanan dan
pengaduan informasi, pengelolaan informasi, data dan informasi serta dan
penyelesaian sengketa.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah unit kerja di
lingkungan BNPB yaitu terdin dari 6 kedeputian yaitu Sekretaris Utama,
Inspektorat Utama, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi
Penanganan Darural, Depulti Rehabilitasi dan Rekontruksi dan Deputi Logistik
dan Peralatan. Yang menjadi Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana adalah pejabat esclon 2 dari kedeputian yang ditunjuk oleh
pimpinannya untuk bertanggung jawab atas semua informasi maupun data
yvang akan disampaikan ke Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi
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membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah
Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yaitu
Kepala bidang/ Kepala Sub Bidang atau staf yang ditunjuk oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam kedeputiannya.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SEHRETARIAT PPID UTAMA

= BAC PELAYANAN AN
FENGADLAM

- B AG. PENGELOLAAN
INFLIRMASE

- BAG. DATA DAN [INFORMASL

- BAG. PENYELESATAN

l ., 1 l l |

PPID
FELAKSANA PPAD PELAKSANA oo e PPID PELARSANA S
BIDANG BIDANG PENCEGAHAN BIDANG BIDANG RIDARL

SEKRETARIAT INSPEETORAT DAN PENANGANAN REHABILITAS]
REKONSTRUESI PERALATAN
Pembaniu Pembantu Pembarati Pernbantu Pembintu Pembania
PFID PRID PRI FAD PPILy PRI
Pelaksann Pelaksamn Pelpksana Prlaksana Prelaksana Pelpksana

B. Pembagian Tugas
1. Tugas Pengarah

a. Memben arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Utama dan Pelaksana mengenal  pelaksanaan kegiatan pemberian
lavanan informasi publik.

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik,




¢. Mengajukan usulan kebijakan dan perencanaan program layanan
informasi publik.

. Tugas Tim Pertimbangan

a, Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi vang
dikecualikan di Lingkungan BNPB.

b. Membahas dan  memberikan pertimbangan atas keberatan dan
penyelesaian sengketa informasi.

c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang
terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan
BNFB.

. Tugas PPID Utama

a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan
informasi.

=3

. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhan.

B0

. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.

m

. pengujian konsekuensi.

=

pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya,

g. penetapan informasi vang dikecualikan yang telah habis jangka waktu
pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.

h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

. Fungsi PPID

a. Penghimpunan informasi publik dan seluruh wunit kerja
dilingkungan BNPB.

b. Penataan dan Penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh
dari seluruh unit kerja di BNPB.

c. Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk
dalam vang dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk
publik.

d. Penyelesaian senghketa informasi.

. Penunjukan PPID

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama adalah Pejabat
Eselon 2 yaitu Kepala Pusat Informasi dan Humas BENPB.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah Pejabat
Eselon 2 dari kedeputiannya yang ditunjuk oleh atasannya langsung.

¢, Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
adalah Kepala Bidang/ Kepala Subbidang atau staf yang ditunjuk oleh
atasannya langsung,




. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama,

Sekretariat Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pembantu Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana serta struktur
organisasinya melalui Surat keputusan Kepala BNPB.

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama wyang ditunjuk

memiliki kompetensi dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi
serta pelayanan informasi publik.

. PPID Pelaksana

fl.

Bertugas melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan
dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima dilingkungan unit kerjanya.

. Melaksanakan kewenangan Atasan Pejabatl Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana yvang didelegasikan kepadanya.

. Menetapkan katagori informasi dilingkungan unit kerjanya.
. Menyvampaikan mformasi yang dikecualikan di hngkungan unit kerjanya

kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

. Melaksanakan pelayanan informasi publik.

Membuat laporan bulanan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama.

. Pembantu PPID Pelaksana

.

.

Bertugas melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan
dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima di ingkungan unit kerjanyva.

. Bertugas memberikan data dan informasi yang diminta Pejabat Pengelola

Informasi dan Dolumentasi Pelaksana.

Melaksanakan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana jika didelegasikan.

. Membuat laporan perbulan tentang semua informasi publik yvang diminta

masyarakat dan menvampaikannya kepada Pejabat Pengelola Inmformasi
dan Dokumentasi Pelaksana.

. Sekretariat PPID Utama

a.

Bagian Pelayanan dan Pengaduan Informasi bertugas memberikan
layanan kepada masyarakat baik melalui pertanyaan di website atau
datang langsung serta menyampaikan laporan pengaduan keberatan dari
pencari informasi.

. Bagian Pengelolaan Informasi bertugas mengelola data dan informasi yang

diperoleh bidang data untuk dimasukan ke website sesuai dengan jenis
informasi.

. Bagian Data dan Informasi bertugas mengumpulkan data dan informasi

vang diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana semua deputi serta mencari data ke Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana atau Pembantu Pejabat Pengelola




Informasi dan Dokumentasi Pelaksana jika Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama tidak memiliki data tersebut.

d. Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas memberikan pertimbangan
hukum kepada Pejabat Pengelola [nformasi dan Dokumentasi yang akan
menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan
hukum kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi atas keberatan
yvang disampaikan pemchon dan/atau pengguna informasi, memberikan
pertimbangan dan pendampingan hukum kepada Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi,
memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi
vang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun
ajudikasi nonlitigasi.

BAB III

MEEANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOEKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Untuk memberikan pelayanan informasi yvang akurat, lengkap, dan tidak
menvesatkan, maka seluruh unit kerja di lingkungan BNPB perlu melakukan
pengelolaan informas] secara baik, konsisten dan bertangoungjawab dengan
langkah-langkah pengumpulan, pengklasiikasian, pendokumentasian, dan
pelayvanan informasi.

A. Pengumpulan Informasi

Kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang sangat penting dalam
pengelolaan  informasi dan dokumentasi. Beberapa hal yang harus
diperhatikan oleh setiap unit kerja di Lingkungan BNPB, adalah :

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan
vang telah, sedang dan vang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja.

2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi vang berkualitas dan
relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.

3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip,
baik arsip statis maupun dinamis.

4. Pejabat sebagimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di unit
organisasi.

5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan
sebagai berikut:

a. Mengenali tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;

b. Mendata kegiatan vang dilaksanakan oleh unit kerjanya;
¢. Mendata informasi dan dokumentasi yang dihasilkan;

d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumentasi.

6. Mekanisme Pengumpulan Informasi

Mekanisme pengumpulan informasi setiap unit kerja di lingkungan
BNPB digambarkan scbagai berikut:




GAMBAR |
MEKANISME PENGUMPULAN INFORMASI

PRID UTAMA
PPID PELA KSAM PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT UTAMA INSPECTORAT UTARMA
ROCAN, REMLIM & K5, IMSPEKTORAT |
FROKEL DA LIALISA INSPEETOHRAT 1
PPID PILAKEARA
lEﬂmﬂilm
FPID PELANSAIA PRI PELAKSANA
[NT. FEM'G.. RESIKO BENCANA PEMANGARNAN PRI FELAKSANA,
DHT . PEMBERDWAY AR MASY. T REHAR & KONTRUKSI LOGISTI
CHT, KESIAPSIAGAAN DHT, TANGGAP DARLRAT, DT, PEMILALAN KERLISARAN SRR LATN
D”r'- BANTLIAN DARLURAT DIT. PEBL & PERINGE. FISIE
DNT. FERBAIKAN DARLIRAT DT PEM & PENINGK. SOSEX D47, LOGISTIK
DT, PEMANG, PERGLINGSI N7 PESALATAN

Mekanisme pengumpulan informasi yang digambarkan dalam gambar tersebut
menunjukan bahwa:

a. Setiap informasi di unit kerja eselon [ atau Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana merupakan tanggung jawab pimpinan unit.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dijabat oleh
pejabaT eselon [ yang ditunjuk oleh pejabat eselon [ yang bersangkutan,

¢, Setiap Informas yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana merupakan satu kesatuan informasi dari masing-
masing satuan kerja dibawahnya,

d. Sctiap informasi publik diunit eseclon satu disampaikan ke Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan  dilaksanakan  oleh
Pembantu  Pegjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yvang
ditunjul,

e, Betiap informasi vang diterima PPID Utama akan diolah dan disediakan
untuk kepentingan pelayanan informasi serta disosialisasikan oleh bidang
humas melalui website dan juga meja pelayanan informasi.

B. Pengklasifikasian Informasi

Dasar proses pengklasifikasian informasi di Lingkungan BNFB dibagi menjadi
dua kelompok yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang
chkecualikan. Informasi yang bersifat publik dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
meliputi :
1} Informasi yang berkaitan dengan BNPB seperti tugas pokok serta
fungsi dan sejarah berdininya BNPB.
2)  Struktur Organisasi BNPB.
3} Daftar nama Pejabat Eselon I dan I1di Lingkungan BNPB.
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4) Informasi mengenai kegiatan dari masing-masing kedeputian di
BNPE.

5) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.

6] Informasi mengenai Laporan Keuangan yang telah  diaudit
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

7) Informasi mengenai Perjanjian Kerjasama dengan instansi lain
atau organisasi lain.

8} Informasi mengenai Perjanjian Kerjasama dengan Negara lain
atau Organisasi Internasional.

9) Rencana Pengadaan Barang dan Jasa serta  pengumuman
pemenang pengadaan Barang dan Jasa tersebut,

10) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan atau oursourcing.
11) Daftar Aset BNPB.

b. Informasi yang wajib dinmumlban secara serta merta yaitu :
Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyvak dan ketertiban umum
seperti peringatan gempa, status gunung berapl dan perkembangan kejadian

bencana.

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di lingkungan BNPE:

1) Daftar seluruh informasi publik yang ada dibawah penguasaannya tidak
termasuk informasi yang dikecualikan.

2) Informasi mengenai peraturan perundang-undangan di BNPB.
J) Semua Kebijakan Pimpinan BNPB dan dokumen pendukungnya.
4] Rencana kerja program /kegiatan perdeputi dilinglungan BNPB.
5) Perjanjian BNPB dengan pihak ketiga.

6) Rencana strategis BNPB.

7) Informasi yang disampaikan oleh Pejabat BNPB vang disampaikan dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum.

8) Daftar BPBD seluruh Indonesia beserta alamatnya.

4) Daftar daerah-daerah yvang telah mendapat bantuan dari BNPB berupa
logistik dan peralatan.

10) Publikasi seperti Majalah, Jurnal, Buletin Kebencanaan, Poster bencana.

11) Laporan mengenai akses informasi publik seperti diatur dalam Undang-
Undang ini.

12) Dana on Call [ dana siap pakai ).

d. Informasi yang dikecualilan

1) Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pasal 17 Setiap Badan
Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk
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2)

3

4]

=)

6)

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi
vang dikecualikan.

a) Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan
harus benar-benar mengacu pada metode valid dan mengedepankan
obyektivitas.

b) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yvang subyektif dan
kesewenangan.

c)] Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak
dikkecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar
menghendakinya.,

Pengecualian harus melalui uji konsekuensi bahaya vang mendasari
penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut
dibuka.

Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara
obyektif, maka metode di atas dilengkapi dengan uji kepentingan publik
yvang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan
kepentingan publik.

Pengklasifikasian akses mmformasi harus disertai pertimbangan tertulis
tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan
pertahanan keamanan.

Penetapan sebagaimana tersebut pada angka 3 dilakukan melalui rapat
pimpinan.

Pendokumentazsian Informasi

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan
informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima
oleh unit kerja di lingkungan BNPB guna membantu PPID dalam melayani
permintaan informasi.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi, meliputi:

a. Deskripsi Informasi
Setiap unit kerja membuat ringkasan untuk masing-masing jenis
informasi.

b. Memverifikasi Informasi
Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

c. Otentikasi Informasi
Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi
informasi oleh setiap unit kerja.

d. Pemberian Kode Informasi

Dilakukan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan
melalui metode pengkodean vang ditentukan oleh masing-masing unit
kerja. Pengkodean informasi meliputi:

a] Kode klasifikasi disusun dan ditentukan dengan menggunakan
kombinasi anghka dan huruf.
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b)] Kode angka dipunakan untuk tanda eselon 1 atau PPID pelaksana
sedangkan huruf digunakan untuk memberi tanda pengenal
kelompok tersier atau kegiatan.

c) Penataan dan Penyimpanan Informasi dilakukan agar dokumentasi
dan informasi lebih sistematis.

D. Pelayanan Informasi

* Alur Pelayvanan Informasi

Parmahonan
Informasi tertulis
atau tidak tertulis

.

PPID melakukan
pencatatan informasi

L Pemberitahuan
PETI'I‘-ID".W!"H n lawaban atas parmohonan
Infiormasi ditplak permohonan imformasi diterima

informasi {10 hari)

N
Penambahan waktu (7
hari) pemberitahuan
Parmohonan
informasi diterima
atau ditolak [selesail

» Mekanisme Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan berdasarkan
pengelompokan informasi yang bersifat publik (disediakan dan diumumkan
secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat) dan yang dikecualikan.
Untuk pelayanan informasi yang bersifat publik diumumkan melalui berbagai
bentuk dan media (media online):

a. Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani
melalui Website BNPB.

b. Permintaan informasi yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat tetapi,
tidak melalui website melainkan melalui meja layanan informasi publik.
Pelayanan atas permintaan informasi publik tersebut diatur sebagai berikut

1) Mekanisme Pelayanan Informasi yang tersedia setiap saat atas
permintaan secara tertulis Langkah-langkah dalam mekanisme pelayanan
informasi yang harus tersedia setiap saat meliputi:

a. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada
FPID.

br. PPID menerima permohonan mformasi.




¢, PPID melakukan pencatatan permintaan mformasi dan pemohon untuk
kepentingan tertib administrasi. Untuk mempermudah masyarakat dalam
meminta informasi publik, PPID, menyiapkan Formulir Permintaan
informasi, yang terdiri dari:

Nomor Pendaftaran

Nama Pemohon Informasi;

Alamat, Nomor Telepon Pemohon Informasi dan fotocopy KTP;
Subyek dan keterangan informasi yang diminta;

Alasan Permintaan Informasi:

Nama Pengguna Informasi;

Alamat, Nomor Telepon Pengguna Informasi dan fotocopy KTP;
Alasan Penggunaan Informasi;

Format dan cara pengiriman;

Nama dan Tanda Tangan PPID;

Tanggal diterimanya Permohonan Informasi;

Cap BNFB.

d. Pemberian Tanda Bukti Permohonan informasi dan nomor pendaftaran
kepada pemohon informasi.

2) Mekanisme Pelayanan Informasi yang tersedia setiap saat atas permintaan
tidak tertulis.

Langkah-langkah dalam mekanisme pelayanan informasi yang tersedia
setiap saat, meliputi:

a.

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada
PPID;

PPID menerima permohonan informasi;

PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk
kepentingan tertib administrasi, meliputi:

* Nomor Pendaftaran;

* Nama Pemohon Informasi;

* Alamat, Nomor Telepon Pemohon Informasi dan fotocopy KTF;
* Subyek dan keterangan informasi yang diminta;

*  Alasan Permintaan Informasi;

*  Nama Pengguna Informasi;

= Alamat, Nomor Telepon Pengguna Informasi dan fotocopy KTP;
* Alasan Penggunaan Informasi;

*  Formal dan cara pengirimean;

» Nama dan Tanda Tangan PPID;

= Tanggal Diterimanya Permohonan Informasi;
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» Cap BNPB,

d. Petugas pelayanan informasi wajib melakukan konfirmasi kepada
pemohon informasi mengenal kebenaran data pemohon dan pengguna
informasi;

. Apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian
data permnohon dan pengguna maka petugas pelayanan informasi berhak
untuk tidak melayani permintaan informasi,

3) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan
diterima oleh kantor PPID, maka PPID wajib menanggapl permintaan
informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan itu meliputi
permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan
perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolalk.

4) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka sclambat lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan,PPID  harus
memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat
dipenuhi atau tidak.

3) Jika permintan diterima, maka dalam surat pemberitahuan  juga
dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah
softcopy atau data tertulis, biaya yang dibutuhkan, Bila permintaan
informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan
penolakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV
PENYELESAIAN SENGEKETA INFORMASI
Mekanisme Penyelesaian Informasi :

Perhitungan waktu penyelesaian sengketa informasi dimulai sejak surat
permohonan diterima oleh PPID.

a) PPID yang akan menoclak memberikan informasi publik yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan
prosedur sebagai berikut ;

— PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang
akan ditolak:

— PPID mengadakan rapat koordinasi setelah dengan melibatkan Biro
Hukum serta satuan kerja yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah
surat permohonan diterima PPID;

— Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

— Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

b) PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan
pemohon informasi publik secara tertulis, PPID mempersiapkan daftar
keberatan vang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;

- PPID mengadakan rapat koordinasi setelah dengan melibatlan Biro

Hukum serta satuan kerja vang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah
surat keberatan diterima PPID;
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- Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara vang
ditandatangani oleh selurubh peserta rapat dan hasil keputusan rapat
didokumentasikan secara bailk.

c] Penyelesaikan sengketa informasi:
— PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;

Biro Hukum dan Kerjasama mempersiapkan kajian, dan pertimbangan
hukum untuk disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi;

— Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan
MA maka Biro Hukum dan Kerjasama melakukan pendampingan hukum
untuk penyelesaian sengketa informasi;

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi membahas dan memuituskan
penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan secara musyawarah;

- Hasil keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ditindak lanjuti
oleh PPID sesuai dengan peruntukannya dan didokumentasikan dengan
baik.

BABV
SISTEM PELAPORAN

Setiap tahun PPID Utama membuat dan mengumumkan laporan pengelolaan
informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, pasal 12 kepada atasan PPID, Kepala BNPB dan Komisi

Informasi Pusat mengenai:

1. Jumlah permintaan informasi yvang diterima;

2. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan informasi;

3. Jumlah pemberian dan penclakan permintaan informasi; danfatau
alasan penolakan permintaan informasi.

BAE VI
PENUTUP

Pedoman ini terbuka untuk disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

M,

SYAMSUL MAARIF
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LAMPIRAN 1T

ALUR PELAYANAN INFORMASI

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
FENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

FEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGEUNGAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

ALUR PELAYANAN INFORMASI

(F‘EHDH'DW INFORMAST w
(TERTULIS ATAL TIDAK =

FL TERTLILIS] I

PPID
MELAKUKAN
PENCATATAN
PERMOHONAN
[NFORMAEL

JAWABAN ATAS

PEMBERITAHLIAN
XFORMAS! NESRAER 10 PERMOHONAN
DITOLAK | { INFORMAS| DITERIM A

PEMBERITAHLUAN
PERMOHONAN

PERPANJANGAN WAKTU (7 HARI|
PERMOHONRAN INFORMASI
DITERIMA ATAU DITOLAK
(SELESAI
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LAMPIRAN TIT

FORMULIRE PERMOHONAN INFORMASI] PUBLIK
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI

DAN DOKUMENTAS] DI LINGEUNGAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

QI

PEJABAT PENGELOLA INFORMAST DAN DDOEUTMENTAST
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No.: JPPID/BNFB/.. 2013
FORMULIE PERMOHONAN INFORMAEI PUBLIK

Yang bertanda-tangan dibawak ini, menamukm perm::rhmm dmilcyr erinsi

Nama Pemohon Informasi bl ol e i oW el m W
Alamat [sesua KTP) e L T T S U S e fhrnaes
Nomaor Telepon e e K AN S R b F i e B s
E-mail B o s O i o s i M
Alasan permohonan INPOTMAAL 1 i i e e e e b 48 R a4 8k 14 4 Sk 5
HNormor Telepon et e R o N e s W B ol T
Waktu B YT E A Y S A Y Y] Y Y

Tujuan penggunaan informes 2 .
Cara memperoleh informasi 1 Melihae/ mcmham.n’mcndcnga:,! Mencatat

2. Mendapatkan salinan informasi (hardoopy | soltoopy)
Cara mendapathean aalinan : 1. Mengambil langsung 2. Website

3 Kurir 4. Via Pos

5. E-mail 6. fmximile
Format bahan informesi ¢ L. Tercetak 2. Terokam

Cara mengirim informasi i 1. Langsung
2. Vin Pos 3. E-mail

Data dan informas yang katmi peroleb, kami gunaksn sesual dengan ketentuan perundangundangan
yvang berlaku,

Jakarts, [ f o d 2013
Petugas Pelayanan Informasi, Pemohon Informast,

[Nama dan Tanda Tangan] (Mama dan Tanda tangan
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LAMPIRAN V
FORMULIRE TANDA BUKTI PENERIMAAN
FERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PERATURAN KEPALA BADDAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

«

PEJABAT PENGELOLA [INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No. JSPPID/BNFPEB/.. 2013

TANDA BUKTI
PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah terima permohonan informasi publik:

Mama Pemohon Informasi
Alamnat KTP [sesuai KTP)
Nomor Telepon

Waktu

Jakarta, ... S [ 2013

Yang menerima,

[Mama dan Tanda tangan)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
JL Ir.H. Djuanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. {021) 344 2734, 344 3076, 345 8400, 350 7521; Fax. {021}
350 5075, 351 9737, 345 8500 Website: http/ /www.bapb.go.id
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LAMPIRAN VI

FORMULIR TANDA BUKTI

PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
FENANGGULANGAN BENCANA

MNOMOE TAHUMN 2013

TENTANG

FEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI

ODAN DOEUMENTASI DI LINGEUNGAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

T e
BNPEBE

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

No. /PPID/BNFE/... 2013

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMAS] PUBLIK

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentagi:

Berupa Informasi choreroc SR W TN KT . N
Format Informas g T R L e A e R e T e e G
Mama Pemolomt IRFOPIIESE 5 s mmssmmnnsnsmmn s s s s s s s e 06 ss0ms 66088 66886668886 £68 b an b0 debmns
Alamat e oo LR e e D P L
Waktu ] .

Jakarta, ... /. ./ 2013

Yang menyerahkan, Pemohon [nformast,

[Nama dan Tanda tangan) (Nama dan Tanda Tangan)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

JI. 1r.H. Djuanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. (021) 344 2734, 344 3076, 345 B400, 350 7521; Fax. [021)
S50 5075, 351 9727, 345 8500 Website: http/ Swww. bnphb.go.id
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LAMPIRAN V11

FORMULIE KEBERATAN

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

E
R

BENFB

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOEUMENTARSI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Na. /PPID/ BNPE; 2013
FORMULIR KEBERATAN
A, FORMULIE PENGAJU HEBERATAN

Nama Pemohon Informasi B e T e P i i B e

Identitas Pemohon
Mama B B S ] S 5 e e B e e B B
Alamat [(zeswal KTF) S N O o A B e s B A i R A

ldentitas Kuase Pemohon

MNama L S e e e .

Alamat (sesuai KTH) B i il A A A B S R SR e

Momor Telepon o R A R R R et S A e AR AT B R R e A
B. ALASAN KEBERATAN

1. Permohonan informasi ditolak

2. Informast berkala tidak disediakan

3. Pertintaan informasi tidak ditangrapi

4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta

& Permintaan informasi tidak dipenuhd

6. Biaya yang dikenakan tidak wajar

7, Informasi disampaikan melebihi jangks wabitu vang ditentukarn

C. KASUS POSIST

a9 R A R e s e e e Y T P AT T T TR AR P TIAR T E UE IN A EEEEE EEE BB e e

D. HARI/ TANGGAL TANGGAPAN ATAS HEBERATAN AKAN DIBERIKAN

Demikian keberatan ini sayva sampaikan, atas perhatlan dan tanggapannya, sayve ucapkan terima
kasik.

Jakarte, oo f o 2003 Petugas Pelayanan Informasi
Mengetahui: Pengaju Keberatan, {Penerima Keberatan)

{Mama dan Tanda tangan) (Mama dan tanda Tangan)

Badan Nasional Penanggulangan Bencans
JL Ir.H. Djeanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. (021) 344 2734, 344 3076, 345 B400, 350 7521; Fax. [021)
A50 FO0TS, 351 9737, 343 BE00 Website: hitp/ /www bnpb.go.id
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LAMPIRAN VI
FORMULIR KETERANGAN PEMBERIAN

[NFORMASI

FERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN FENGELOLAAN INFORMASI

DAN DOKUMENTAS] DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL FENANGGULANGAN BENCANA

®

ENFB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DORKUMENTAS]
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan permohonan informasi peda tanggal...bulan...tahun... dengan nomor pendaftaran. ...
kami menvampaikan kepada saudara /i

Hama Pemohon Informasi

Alamat [sesuai KTF)
Momor TeleponE-mail

Pembertahuan sebagai berlkot

A dnformasi depat diberikan:

NO_| HAL-HAL TERKAIT | KETERANGAN
INFORMASI PUBLIK |
1 Penguasasn Informaeasi
Publik i

Badan Publik Lain, vaitu......,

B i g Tersed]
3 entuk Fisilk Yang Tersedia Softcopy (termasuk rekaman |

Hardcopy fSalinan Tertulis

3 Waktu Penyediaaan

4 | Penjelasan Penghitaman/Pengrburan Informasi Yang Dimohon

B, Informasi tidak dapat dibertkan karenas:

1. Informast yang diminta belom dikuasai
2, Informasi vang diminta beluen didoloumentasikan
Penyedisan informasi yang belun didokumentasilan dilakukan dalam jangka

wi ko,

PFPID

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

iMama dan Tanda tangan)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

JL Ir.H. Djuenda No. 36, Jakarta 10120 Telp. (021) 344 2734, 344 3076, 345

B400, 350 T521; Fax. (021) 350 5075, 351 9737, 345 4500 Website:
hittpf fearwr bnph. o id
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